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Proses kelahiran Undang-Undang Nomor 13 tahun 2012 
tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (UUK DIY) 
tergolong panjang, juga panas. Perbincangan tidak hanya di tingkat 
lokal Yogyakarta, melainkan juga di tingkat nasional, melibatkan 
parlemen dan presiden. Isu penting yang menimbulkan tarik-
menarik antara Jakarta dan Yogyakarta adalah pengisian jabatan 
gubernur, melalui pengangkatan atau penetapan.
Setelah UUK DIY disahkan, sejumlah isu penting juga menjadi 
diskusi hangat di kalangan masyarakat, akademisi, dan media massa. 
Isu-isu tersebut merupakan kewenangan  dan urusan Pemerintah 
DIY (Pasal 7 ayat 1) yakni  tata cara pengisian jabatan, kedudukan, 
tugas, dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur; kelembagaan 
Pemerintah Daerah DIY; kebudayaan; pertanahan; dan tata ruang. Di 
antara sejumlah hal di atas, isu pertanahan merupakan isu terpenting 
namun juga terpanas karena mengandung konflik, terutama antara 
Pemerintah Daerah, Keraton, dan masyarakat. Isu kebudayaan 
tidak begitu hangat diperdebatkan, padahal ini adalah perkara 
penting dalam konteks politik keistimewaan DIY. Isu kebudayaan 
mencuat dalam kaitan dengan dana keistimeaan (danais), di mana 
Pemda telah mendapatkan dana dari pemerintah pusat dan harus 
segera mengalokasikannya kepada masyarakat. Pemda kemudian 
mendorong masyarakat mengajukan proposal pencairkan dana 
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asal kegiatannya berhubungan dengan kebudayaan. Oleh karena 
dikejar target segera mencairkan dan mempertanggungjawabkan 
penggunaannya, maka lahirlah berbagai aktivitas “kebudayaan” 
seperti penyelenggaraan seni tradisional di berbagai kelompok 
masyarakat.
Memasuki tahun 2015, keistimewaan DIY kembali memanas 
setelah Sultan Hamengku Buwono X mengeluarkan Sabda Raja 
dan Dhawuh Raja. Kendati Sultan menyebut keduanya merupakan 
urusan internal Keraton Yogyakarta, tak pelak soal ini menimbulkan 
perbincangan luas di tingkat nasional, dan juga melahirkan konflik 
di tingkat internal keluarga Keraton.  
Buku ini merupakan hasil riset yang dilakukan pada tahun 
2007 ketika UUK DIY belum disahkan. Penulis mencoba mengaitkan 
temuan-temuan penelitian berupa sikap masyarakat atas 
Keistimewaan DIY dengan perspektif Sosiologi dan Politik, antara 
lain konsep perubahan sosial. Keistimewaan Yogyakarta adalah 
persoalan hubungan antara Keraton, pemerintah, dan masyarakat di 
mana Keraton memiliki peran utama bahkan menjadi ruang konflik 
kepentingan. Keraton, beserta figur pemimpinnya bukan sekadar 
institusi, namun merupakan kekuatan yang mewakili “ideologi”, 
“ekonomi” dan “politik”. Lalu, di manakah posisi rakyat? Di manakah 
suara rakyat? 
 Buku ini mencoba melukiskan dan  menegaskan bahwa 
pendapat masyarakat atau suara rakyat adalah suara keistimewaan. 
Logikanya, keistimewaan bukan melulu soal pengisian jabatan, 
tata ruang, pertanahan maupun kebudayaan. Keistimewaan 
adalah keseluruhan dari semuanya itu, di mana rakyat menjadi 
subyek. Bicara dan mengurusi (UU) Keistimewaan adalah bicara 
dan mengurusi kebutuhan rakyat yaitu kesejahteraan, kemajuan 
di bidang  kesehatan dan pendidikan. Namun demikian, buku ini 
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menggambarkan bahwa suara rakyat boleh dikatakan terbelah, 
ambigu. Di satu sisi mendukung keberagaman atau multikulturalisme 
misalnya, namun di sisi lain bersikap berbeda ketika berhadapan 
dengan konsep kepemilikan tanah. Ada kelompok masyarakat yang 
dianggap sebagai ”yang lain” atau ”liyan”.
Ambiguitas menjadi temuan menarik dalam buku ini, 
karena mencerminkan dinamika sosial, politik, dan budaya. Sikap 
masyarakat atas kepemimpinan Sultan  telah melukiskan terjadinya 
transisi dari masyarakat tradisionalisme homogen ke masyarakat 
modern yang heterogen. Dalam konteks riil, kondisi transisional 
inilah yang harus terus-menerus dicermati dan dikawal sehingga 
menuju kepada keterlibatan atau partisipasi masyarakat dalam 
melaksanakan Keistimewaan DIY. Dengan demikian, amanat 
UUK untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis sungguh 
membawa kesejahteraan dan ketenteraman masyarakat.
Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang 
telah membantu terselenggaranya penelitian hingga penerbitan 
buku ini. Kepada para asisten penelitian, sejumlah narasumber, dan 
juga kepada Panitia Dies Ke-50 Universitas Atma Jaya Yogyakarta 
(UAJY). Semoga kami dapat memperbaiki berbagai kelemahan 
dalam penelitian dan penulisan buku ini melalui penelitian dan 
penerbitan buku selanjutnya.
Yogyakarta, Juli 2015.
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